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Nomor . 0\X2 p\.00.01/K.SN/07/2023 6 Juli 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal . Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun
2024 pada Program/Kegiatan Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Yth.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

di -

JI. A. P. Pettarani Nomor 102, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

A. Dasar Hukum

1.

10.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5§ Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
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11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023
tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan
Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran
dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada
program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi pada Pemilu
Tahun 2024 pada program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan dokumen
persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di
Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:

a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 97 huruf (a) dan (b) angka (3) dan angka (4), yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
provinsi, yang terdiri atas:

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
anggota DPRD

provinsi;

4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;

Pasal 251, yang berbunyi:

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan
pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan
unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti ternuan
dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupater/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b) Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka (3) dan angka (4) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratandan tata cara pencalonan
‘ anggota DPRD provinsi;
4. proses penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;

c) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, yang berbunyi:

Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD
Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pengawas
Pemilu meliputi:

persyaratan pengajuan bakal calon;

persyaratan bakal calon,

pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon;

penelitian persyaratan bakal calon;

verifikasi;

penyusunan dan pengumuman DCS; dan

penyusunan dan pengumuman DCT.

Q@0 Qaooo

2. Peraturan mengenai rincian program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi
administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota:

Lampiran | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi:

Prqgram/kegiatan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dimulai
sejak Senin, 26 Juni 2023 sampai dengan Minggu, 9 Juli 2023.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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3. Peraturan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi:

a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal-Pasal
sebagai berikut:

Pasal 52, yang berbunyi:

1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan
dokumen persyaratan Bakal Calon.

2) Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat,
kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul
08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan
dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu

’ pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 53, yang berbunyi:

1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
setelah mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.

2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik
Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3),
berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan
pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan
ayat (4).

Pasal 54, yang berbunyi:

1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan
. kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

2) Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL
BDAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru
dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b; dan

b. perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum
benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti.

3) Daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diserahkan dalam bentuk:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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a. fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan
Bakal Calon; dan

b. digital yang diunggah di Silon.

4) Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen
persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.

5) Daftar Bakal Calon hasil perbaikan dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 55, yang berbunyi:

Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal
Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56, yang berbunyi:

1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan
pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55.

2) (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen
perbaikan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (2) untuk memastikan:

a. kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);

b. daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (2) huruf a telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

c. kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a.

Pasal 57, yang berbunyi:

Apabila pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) melewati waktu pengajuan
. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen
persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses diselesaikan.

Pasal 58, yang berbunyi:

1) Status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dari Partai

Politik Peserta Pemilu diterima jika:

a. Isian data dan dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (2) lengkap;

b. daftar Bakal calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (2) huruf a memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

c. dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a benar.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan




“2 BAWASLU

" DADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98, Kota Makassar, 90222
Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006
E-mail: set.sulsel@bawaslu.go.id/ bawaslusulsel.pengawasan@yahoo.co.id

2) Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

a. menyimpan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a; dan

b. memberikan tanda terima dan berita acara pengajuan perbaikan
dokumen persyaratan Bakal Calon.

Pasal 59, yang berbunyi:

1) Status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dari Partai

Politik Peserta Pemilu dikembalikan jika:

a. isian data dan dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (2) tidak lengkap,

b. daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (2) huruf a tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan/atau

c. dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud

. dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a tidak benar.

2) Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
dinyatakan dikembalikan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen fisik daftar
Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3)
huruf a dan memberikan tanda pengembalian perbaikan dokumen

persyaratan Bakal Calon.

Pasal 60, yang berbunyi:

1) Apabila pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) melewati batas akhir waktu pengajuan
pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dokumen
persyaratan tidak lengkap, daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak memenuhi
persyaratan pengajuan Bakal Calon, dan/atau dokumen fisik daftar Bakal
Calon hasil perbaikan tidak benar, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen fisik
daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

. ayat (3) huruf a dan memberikan tanda penerimaan pengajuan perbaikan

dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana pada program/kegiatan tahapan pengajuan
perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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Pasal 254, yang berbunyi:

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan
dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 518,yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak
menindaklanjuti  temuan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi
kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal
261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon
Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 520, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang
dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal
254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

C. Bahwa dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil
dan demokratis pada program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan dokumen
persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan. Maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau
kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk:

1.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Memastikan program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan
bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi Sulawesi Selatan pada persiapan dan pelakasanaan program/kegiatan
tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai
yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas
umum pemerintahan yang baik.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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3. Memastikan keabsahan dan/atau kebenaran dokumen persyaratan administrasl
bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan
dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan m
Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Peserta Pemilu Qan pemaqgku
kepentingan pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan
dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Mempuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) seluas-luasnya kepada
Pengawas Pemilu.

6. Memastikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berfungsi normal selama
pelaksanaan program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan
bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan untuk diakses dan/atau digunakan oleh Admin Sistem Informasi

Pencalonan (SILON) dan Petugas Penghubung bakal calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pengawas Pemilu.

7. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan
8 Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan bakal calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan _dan
pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program/kegiatan tahapan pengajuan
perbaikan dokumen persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan:
a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Petugas Penghubung, Admin Sistem

Informasi Pencalonan (SILON), Peserta Pemilu dan pemangku kepentingan serta
Pengawas Pemilu terkait pelaksanaan program/kegiatan tahapan pengajuan
perbaikan dokumen persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan

b. Menerima konsultasi terkait pelaksanaan program/kegiatan tahapan pengajuan
perbaikan dokumen persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

asyarakat, Petugas Penghubung,

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Tembusan:
; . :;th. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
. Yth. Ketua dan/atau Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum T
3 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. ahun 2024
. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan



